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Menimbang : a. bahwa

pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian
hukum terhadap batas wilayah kelurahan dan
kecamatan di Kota Paluy, perlu dilakukan

dan penegasan batas wilayah kelurahan dan
kecamatan;

untuk  menjamin  tertib  administrasi

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan
dan kecamatan di Kota Palu, perlu membentuk tim;

¢. maksud dalam huruf a dan huruf b,
Keputusan Wali
Penegasan Batas
Tahun 2020;

perlu menetapkan
Kota tentang Tim Penetapan dan
Kelurahan dan Kecamatan Kota Palu

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 ten

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Palu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 N
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik K
Indonesia Nomor 3555); :

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Un, , )
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon: a Ta

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ne: AT

Indonesia Nomor 5679);
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- tentang Pedoman Penegasan Bat:
- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

i 4 4 .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 s
Nomor 1038) m

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu

Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 8);
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KEEMPAT

g Kelurahan dan/atau Kecamatan Kota

: Tim  Penetapan dan Penegasan Batas dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun
sumber hukum lain yang berkaitan dengan batas
Kelurahan dan/atau Kecamatan;

b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber
hukum lain untuk menentukan garis batas sementara
di atas peta;

c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan
penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan;

mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan

penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan
dengan instansi terkait;

e. melakukan supervisi

teknis/lapangan dan/atau

pendampingan dalam penegasan batas Kelurahan

dan/atau Kecamatan;

melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan

batas Kelurahan dan/atau Kecamatan:

g menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang
peta  penetapan  batas  Kelurahan dan/atau
Kecamatan dan menyusun rancangan Peraturan Wali
Kota tentang peta batas Kelurahan dan/atau
Kecamatan; dan

h. melaporkan semua kegiatan penetapan  dan
penegasan batas Kelurahan dan/atau Kecamatan
kepada Wali Kota dengan tembusan kepada gubernur.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020

pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekrettaria_t"
Daerah Kota Palu.
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¢ 1. Asisten Pemerintahan dan Kesej“ah I
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu

- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Palu

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota palu

- 4. Camat Setempat

| 5. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan i
Sekretariat Daerah Kota Palu

6. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan
Kelurahan Sekretariat Daerah Kota Palu

7. Lurah Setempat

8. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Palu. 7 (tujuh) orang

9. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kota Palu

10. Tokoh Masyarakat di Kelurahan Setempat
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